
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALAMAN INI AKAN DI ISI COVER BUKU 
 

  



 
 
 

PUBLIC PRIVATE PEOPLE 

PARTNERSHIP: 
MODEL KOLABORASI BARU UNTUK PEMBANGUNAN 

BERKELANJUTAN DI ERA DIGITAL 
 
 

 

Penulis: 

Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., L.L.M. 

Totok Sediyantoro, M.B.A., Ph.D. 

 

Editor: 

Ismail Sugardo, S.H., M.H. 

 

  



Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-

buku penulis di tanah air indonesia, serta menjadi media sharing proses 

penerbitan buku  



PUBLIC PRIVATE PEOPLE PARTNERSHIP: 

Model Kolaborasi Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan di Era Digital 
Copyright @2025 by Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., L.L.M., dkk 

All rights reserved 

KARYA BAKTI MAKMUR (KBM) INDONESIA 

Anggota IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)  

NO. IKAPI 279/JTI/2021 

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)  

081357517526 (Tlpn/WA) 

Penulis 

Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., L.L.M. 

Totok Sediyantoro, M.B.A., Ph.D. 

Desain Sampul 

Aswan Kreatif 

Tata Letak 

Ara Caraka 

Editor Naskah 

Ismail Sugardo, S.H., M.H. 

15,5 x 23 cm, viii + 86 halaman 

Cetakan ke-1, November 2025 

ISBN 978-634-202-886-5 

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit 

Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di 

DJKI-Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang 

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau 

Memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini 

Tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum 

Website 

https://penerbitkbm.com, www.penerbitbukumurah.com 

Instagram 

@penerbit.kbmindonesia, @penerbitbukujogja 

Email 

naskah@penerbitkbm.com 

Distributor 

https://penerbitkbm.com/toko-buku/ 

Youtube 

Penerbit KBM Sastrabook 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

(i) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk 

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling 

lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

100.000.000 (seratus juta rupiah). 

(ii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, 

dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(iii) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf 

e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(iv) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 



  



 

Public Private People Partnership  i 

 

KATA PENGANTAR 

Uji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha 

Esa atas terselesaikannya penulisan buku ini yang 

berjudul Public Private People Partnership: Model 

Kolaborasi Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan di Era 

Digital. Buku ini lahir dari refleksi atas kebutuhan bangsa untuk 

membangun sistem kolaborasi yang lebih terbuka, partisipatif, 

dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan global yang 

begitu cepat. 

Konsep Public Private People Partnership atau kemitraan antara 

pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dipandang sebagai 

pendekatan strategis dalam menjawab tantangan pembangunan di 

era digital. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak lagi hanya 

menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi kerja 

bersama yang mengedepankan sinergi, inovasi, serta rasa memiliki 

dari seluruh unsur bangsa. 

Buku ini berupaya menyajikan pemikiran, pengalaman, dan 

pembelajaran yang dapat menjadi rujukan praktis bagi berbagai 

kalangan, baik akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, maupun 

masyarakat luas. Pembahasan di dalamnya tidak hanya bersifat 

konseptual, tetapi juga dilengkapi dengan contoh penerapan, 

dinamika implementasi, dan rekomendasi kebijakan yang 

diharapkan dapat memperkaya wacana pembangunan kolaboratif 

di Indonesia. 

Harapan kami, karya ini dapat memberikan manfaat yang nyata 

bagi para pemangku kepentingan untuk memperluas pemahaman 

dan penerapan konsep 4P dalam berbagai sektor pembangunan. 

Semoga masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek yang pasif, 
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tetapi menjadi subjek aktif yang turut merancang, melaksanakan, 

dan menjaga keberlanjutan hasil pembangunan di daerahnya 

masing-masing. 

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan dukungan, gagasan, dan inspirasi dalam 

proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi 

sumbangsih kecil bagi lahirnya praktik pembangunan yang lebih 

inklusif, transparan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

Jakarta, Mei 2025 

Penulis 
 

 

Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya S.H., LLM 

Totok Sediyantoro, MBA, PhD 
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